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Hutan Harapan merupakan hutan hujan tropis dataran rendah (eks logging) seluas 98.555 ha, yang
terletak di perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Konsorsium yang terdiri dari
Burung Indonesia, Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) dan BirdLife International
mendirikan Hutan Harapan dengan tujuan melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati,
mempromosikan jasa ekosistem, dan meningkatkan produktivitas hutan hujan dataran rendah di
provinsi Sumatera Selatan dan Jambi yang berada di pulau Sumatera. Hutan Harapan memegang izin
restorasi ekosistem (ERC) pertama dan kedua yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Rl pada
tahun 2007 di Sumatera Selatan dan tahun 2010 di Jambi. Konsesi restorasi ekosistem dikelola oleh PT
Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI). Untuk mencapai tujuan tersebut, PT REKI berkomitmen untuk
menerapkan kebijakan yang menghormati hak asasi manusia, sosial, dan keterlibatan masyarakat
(Human Rights, Social, and Community Engagement Policy-HASCEP).

HASCEP merupakan pernyataan komitmen PT REKI untuk menggunakan pendekatan HAM dan prinsip
sosial dalam melaksanakan kegiatan restorasi ekosistem dan pengelolaan hutan di Hutan Harapan. PT
REKI menyusun HASCEP (sebelumnya HARSCEC) guna memberikan panduan dan memastikan
pendekatan holistik untuk keberlanjutan dan memberikan arahan kepada dewan direksi, manajemen
Hutan Harapan dan semua pemangku kepentingan terkait. Kebijakan ini diintegrasikan ke dalam
rencana restorasi hutan PT REKI, sebagaimana tertuang dalam rencana strategis pengelolaan hutan
2014-2040.

PT REKI berkomitmen untuk memastikan kegiatan restorasi ekosistem menghormati hak asasi manusia
dan membawa dampak positif bagi semua pihak, terutama masyarakat adat, masyarakat lokal, dan
kelompok masyarakat lainnya yang terdampak. Komitmen ini sejalan dengan konvensi internasional
hak asasi manusia, ekonomi, konvensi internasional hak sipil dan politik, konvensi internasional hak
ekonomi, sosial, dan budaya, hak perempuan, hak buruh, dan UNDRIP.

Oleh karena itu, kami mengikuti panduan hak asasi manusia, termasuk dari Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD), yang telah menjadi standar bagi perusahaan untuk
menghormati hak asasi manusia dan dampak sosial yang diakui secara internasional, yang relevan
dengan operasi kami. Prinsip kami adalah mengikuti standar hukum yang lebih tinggi ketika ada konflik
dan perbedaan dalam standar. Kami akan mengikuti hukum nasional dan menghormati konvensi
internasional hak asasi manusia.

Komitmen tersebut memiliki sepuluh elemen inti:

1. Melakukan pemeriksaan secara seksama dan menghormati hak asasi manusia, termasuk
melakukan penilaian dampak hak asasi manusia dan social

2. Patroliyang bertanggung jawab dalam melakukan operasi keamanan dengan tetap menghormati
hak asasi manusia sejalan dengan Prinsip Sukarela untuk Keamanan Hak dan Asasi Manusia
(VPSHR);
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3. Melaksanakan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior and
Informed Consent (FPIC)) dengan Masyarakat Adat dan Lokal

4. Bertanggung jawab dalam penanganan pengaduan

5. Penyelesaian konflik sosial yang bertanggung jawab

6. Keterlibatan yang terbuka dan konstruktif dengan pemangku kepentingan lokal, nasional, dan
internasional

7. Memberdayakan program pengembangan masyarakat secara kolaboratif berbasis sumber daya
dan budaya mereka sendiri

8. Mengakui, menghormati, dan memperkuat hak pekerja, kesetaraan gender, dan inklusi sosial

9. Kepatuhan terhadap norma lokal, peraturan nasional, dan semua hukum yang relevan

10. Menerapkan panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) sesuai dengan
standar internasional guna memastikan pengelolaan Hutan Harapan yang berkelanjutan

1. Melakukan Pemeriksaan Secara Seksama untuk Menghormati Hak Asasi Manusia, Termasuk
Penilaian dan Mitigasi Dampak Hak Asasi Manusia dan Sosial

Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan mempromosikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
untuk semua pekerja, kontraktor, masyarakat adat, dan komunitas lokal di semua operasional
perusahaan. PT REKI akan melakukan pemeriksaan risiko hukum (due diligence) HAM untuk menilai
kesiapan dan menyiapkan panduan yang menghormati HAM. Kami akan melakukan penilaian dan mitigasi
dampak hak asasi manusia dan sosial dengan tujuan meminimalkan dampak negatif hak asasi manusia
dan sosial dan mendorong dampak positifnya.

Sebagai ukuran untuk mencapai komitmen terhadap hak asasi manusia, sosial, dan keterlibatan
masyarakat, kami melakukan penilaian dampak hak asasi manusia dan sosial. Penilaian akan menjadi
panduan tindakan di masa depan. Kami memastikan bahwa semua subkontraktor kami menghormati hak
asasi manusia sekaligus memastikan tidak ada dampak negatif terhadap hak asasi manusia atau sosial
budaya akibat kerja sama dengan pihak ketiga.

2. Patroli yang bertanggung jawab dalam melakukan operasi keamanan dengan tetap menghormati
hak asasi manusia sejalan dengan Prinsip Sukarela untuk Keamanan Hak dan Asasi Manusia
(VPSHR);

PT REKI berkomitmen penuh untuk mengembangkan prosedur pengamanan hutan dan operasionalnya
baik secara internal maupun bersama pihak lain seperti masyarakat adat dan lokal, aparat penegak
hukum, serta perbaikannya secara terus menerus, kita akan mengacu pada Prinsip Sukarela untuk
Keamanan Hak dan Asasi Manusia (VPSHR). Jika pilihan terakhirnya adalah mengambil tindakan hukum,
maka seluruh proses akan mengikuti standar internasional VPSHR dan IFC, serta menyediakan waktu yang
cukup dan penggantian biaya transportasi yang sesuai bagi para korban untuk meninggalkan wilayah
tersebut dan memberi mereka kebebasan untuk mencari kebenaran dari aparat penegak hukum dan
memfasilitasi pengacara bagi mereka. Dalam melaksanakan patroli hutan tersebut, kami akan
menghindari kontak dan konflik yang berakibat fatal, seperti cacat dan hilangnya nyawa. Apabila terdapat
kejadian serius, kami akan segera membuat laporan kepada manajemen puncak dan pemangku
kepentingan utama lainnya untuk mendapatkan informasi, pengambilan keputusan, dan penanganan
kasus tersebut.
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3. Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat dan
Lokal

PT REKI menghormati dan mengakui hak-hak adat dan individu masyarakat adat dan lokal atas tanah dan
ruang mereka. PT REKI berkomitmen untuk memastikan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan
diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) kepada masyarakat sebelum memulai program
dan kegiatan baru. Implementasi kebijakan ini akan mencakup:

e Melakukan pemetaan partisipatif terhadap semua tanah adat dan masyarakat lokal sebelum
negosiasi.

e Menggunakan prosedur dan kelembagaan masyarakat yang diakui sah secara hukum dan logis
oleh masyarakat dalam mencapai kesepakatan.

e Kesepakatan akan dicapai tanpa tekanan atau paksaan.

e Proses negosiasi terbuka, yang hasilnya akan tersedia untuk umum dan dibagikan secara aktif
dengan pemangku kepentingan terkait.

e Perjanjian terdokumentasi harus ditandatangani oleh semua pihak terkait.

4. Penanganan Pengaduan yang Bertanggung Jawab

Menerima respon balik dan menanggapi keluhan dari pemangku kepentingan merupakan bagian penting
dalam meningkatkan akuntabilitas PT REKI. PT REKI percaya bahwa setiap pemangku kepentingan
memiliki hak untuk mengajukan pengaduan, pengaduan tersebut ditindaklanjuti, dan menerima
tanggapan atas kesalahan atau tindakan yang salah.

Keluhan dapat diajukan oleh setiap pendukung, organisasi mitra, komunitas, atau individu yang bekerja
sama dengan kami, atau oleh anggota masyarakat mana pun, baik individu, organisasi masyarakat sipil,
pemerintah, perusahaan, atau entitas lainnya.

PT REKI memiliki mekanisme penanganan keluhan formal untuk mengumpulkan, memantau, dan
menindaklanjuti umpan balik dari penerima manfaat dan pemangku kepentingan utama lainnya.
Mekanisme ini memberi penerima manfaat dan masyarakat lokal cara yang aman dan tidak mengancam
untuk menyampaikan keluhan dan dugaan kerugian, dan mereka pun memberikan tanggapan dengan
cara yang bertanggung jawab.

5. Resolusi Konflik yang Bertanggung Jawab

Kami berkomitmen untuk secara aktif mempromosikan dan mendukung penyelesaian konflik yang
bertanggung jawab yang melibatkan pekerjaan PT REKI. Hal ini mencakup kerja sama dengan pemangku
kepentingan terkait untuk memastikan bahwa konflik diselesaikan melalui proses yang disepakati oleh
semua pihak terkait yang terlibat, menghormati hak adat dan individu, dan memastikan persetujuan
bebas, didahulukan, dan diinformasikan dari pemangku kepentingan terkait untuk setiap kesepakatan.
Kami juga berkomitmen melakukan yang terbaik untuk mencegah penggunaan upaya-upaya paksa yang
tidak perlu yang dapat menyebabkan kekerasan. PT REKI akan mengutamakan penyelesaian sengketa
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alternatif (ADR) untuk menyelesaikan masalah atau konflik dalam operasionalnya. Jika ADR gagal, maka
litigasi dapat dilakukan.

6. Keterlibatan yang Terbuka dan Konstruktif dengan Pemangku Kepentingan Lokal, Nasional, dan
Internasional

Kami berkomitmen untuk terlibat secara aktif dan konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan PT
REKI, termasuk masyarakat, pemerintah, konsumen, dan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, dan
internasional. Ini termasuk komitmen untuk menyampaikan informasi terkait dampak operasional kami
secara terbuka. Kami akan berusaha memastikan bahwa informasi diberikan dalam format dan bahasa
yang relevan dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak. Kami juga berkomitmen untuk
bernegosiasi secara terbuka dan transparan untuk semua kegiatan pengelolaan bersama.

7. Memberdayakan Program Pengembangan Masyarakat secara Kolaboratif Berbasis Sumber Daya
dan Budaya Sendiri

Kami akan mengembangkan dan melaksanakan program serta rencana pengembangan masyarakat untuk
masyarakat adat dan lokal. Program-program ini akan dikembangkan secara terbuka, konsultatif, dan
kolaboratif dengan pemangku kepentingan lokal. Program pengembangan masyarakat kami akan
berusaha memberdayakan masyarakat sehingga mereka dapat mengembangkan mata pencaharian yang
berkelanjutan.

8. Mengakui, Menghormati, dan Memperkuat Hak Semua Pekerja, Kesetaraan Gender, dan Inklusi
Sosial

Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa hak semua orang yang bekerja dalam operasional kami
dihormati sesuai dengan hukum lokal, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi. Kami
memberikan kesempatan yang sama bagi semua pekerja dan merangkul keberagaman tanpa memandang
etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, afiliasi politik, orientasi seksual, atau keanggotaan serikat pekerja.
Hal ini sejalan dengan kebijakan sumber daya manusia (SDM) internal PT REKI.

Kami mempromosikan kesetaraan gender dan inklusi sosial di semua program di Hutan Harapan. Semua
program akan dianalisis dampaknya terhadap perempuan, dan setiap upaya dilakukan untuk melibatkan
perempuan dan kelompok pemangku kepentingan lokal lainnya dalam proses pengambilan keputusan
guna memastikan dampak positif.

9. Kepatuhan terhadap norma lokal dan semua hukum yang relevan
Kami memastikan kepatuhan terhadap norma-norma masyarakat adat dan lokal dalam manajemen dan
operasional sehari-hari dan dengan peraturan nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi

oleh Pemerintah Indonesia dalam semua kegiatan dan operasional.

10. Menerapkan Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) Sesuai dengan
Standar Internasional Guna Memastikan Pengelolaan Hutan Harapan yang Berkelanjutan
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PT REKI menerapkan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) untuk memastikan semua
program dan kegiatan memenuhi standar nasional dan internasional. Dengan kerangka terpadu ini,
restorasi ekosistem dan berbagai program bisnis akan mendukung pengelolaan hutan lestari di Hutan
Harapan.

Bogor, 1 September 2023

fizgsistem
onesia
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(Mangarah Silalahi, MSc., MT)
Presiden Direktur
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